
BUPATI ACEI{ UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2OI9

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2O2O

BI S M I LLA H I RRAHMANI RRAH IM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara bersama Bupati
Aceh Utara teiah menyempurnakan Rancangan Qanun
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Utara Tahun Anggaran 2O2O sesuai dengan Keputusan
Gubernur Aceh Nomor 903/ 1889 /2019 tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Qanun I(abupaten Aceh Utara tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja l(abupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2O2O dan Rancangan Peraturan Bupati
Aceh Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja I(abupaten Tahun Angaran 2O2O;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, dilakukan agar Qanun I(abupaten Aceh Utara tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2O2O tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun
Kabupaten Aceh Utara tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2O2O;

Mengingat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor lO92);
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Paj ak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-hun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimara telah diubah dengal Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 7999 tentang
Penyelenggaraal Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaral
Negara Repub[k Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraaa Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172,
Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia
Nomor 3893;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keualgal
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaraa Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 terrl.,arLg Pemeriksaal
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Ler:rba::an Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 104, Tambahal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuargan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

1 1. Undang-Unda:rg Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Ta-hun 2009 Nomor 130, Tambahal Lembaral
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2074 terfiang Desa (Lembatan
Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7, Tamba-han
Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



3

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambaharr Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerinta_han Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2075 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

14. Peratural Pemerinta-h Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dari Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 27O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keualgan Badan Layanal Umum (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 4a,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimaria telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Peagelolaan Keualgan Badan Layarran Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17I,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340;

16. Peraruran Pemerinrah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengal Peraturan Pemerinta-h Nomor 65 tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5 155);

18. Peratural Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O05 tentang
Pedoman Penyrsunal dan penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

19. Peratura-n Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan darr Kinerja Instalsi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporal
Penyelenggaraan Pemerintahal Daerah kepada pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dal Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2OO7 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
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2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedomal Penlrrsunan Peraturan Dewal Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilar Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia
Nomor 5104);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembararr Negara
Republik Indonesia Ta-hun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 20 1 1 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2O11 Nomor 59, Tambahan Lembaral Negara
Republik Indonesia Nomor 52 19);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahurr 2072 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2013
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerinta-h Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana tela_h diubah beberapa kali
terakhir dengal Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksalaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41
cian Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali
teraldrir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peratural Pemerintah Nomor
60 Tahun 2074 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20i6 Nomor 57 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

27. Peraturat Pemerintah Nomor 18 Ta},un 2077 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan darr Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahal Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 605);

28. Peratural Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

29. Peraturan Presiden Nomor L6 Tahun 2078
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

tentarg

3O. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincial
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 21la
Nomor 225);
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 I tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
201 1 Nomor 310);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1

tentang Pedomar Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belarrja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Peruba-han Keempat Atas Peratulan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimala
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Ta-hun 2018 tentang Peruba-han Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Ta-hun 2015 tentang Pembentukal
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Pen)'usunan Anggarar Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggar an 2O2O (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2O17
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelalsanaal dan Pertanggungjawabaa Dana
Operasiona-l (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 1067);

37. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 20O8 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253);

38. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewal
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun
Anggaran 2077 (Lerrrba:arr Kabupaten Aceh Utara Tahun
2O 17 Nomor 7);

39. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2O1O tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaal Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2010 Nomor 33);

40. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Kebij akan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
(Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 31);
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Dengal Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan

BUPATI ACEH UTARA

MenetapKan: QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud da-1am Pasal 1

terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejurnlah Rp. 288.591.817 .49L,OO
b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 1.542.440.894.500,00
c. Lainlain pendapatan daerah yang sah sejumla-h

Rp. 939.659.465.795,0O

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 28.362.383.727,OO
b. Hasil Retribusi Daerah sejumla-h Rp. 3.576.732.700,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yarrg dipisahkan

sejumlah Rp. 19.37 4.7 1O.6 10,00
d. Zakat Rp. 72.OO9.7 47.960,00
e. Lainlain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah

Rp. 225.268.242. 500,00

(3) Dana perimbangan sebagaima:ra dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Transfer Umum sejumlah Rp. 1.096.289.342.500,00
b. Dana Transfer I(rusus sejumlah Rp. 446. i51.552.000,00

MEMUTUSKAN:

Anggaral Pendapatan daIr Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggar an 2O2O sebagar berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 2.770.692.177.786,00
2. Belar;ja Daerah Rp. 2.795.343.967.243.00

Surplus / (Defisit) Rp. (24.651.783.457,OO)
3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Rp. 33. 15 i.783.457,00
b. Pengeluaran Rp. 8.500.0O0.O00.0O

PembiayaanNetto Rp. 24.651.783.457.00
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(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
pendapatan:
a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 67.711.560.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah lainnya sejumlah Rp. 60.037 .603.042,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Rp. 8 1 1.9 10.302.7 53,OO

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.737. 539.349.955,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.057.804.61 1.288,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 880.796.878.938,00
b. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 3.0OO.OOO.0OO,00
c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 21.347.700.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 1 1.185.801.960,00
e. Belanja Bagr Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintah Desa Rp. 3.a40.436.170,00
f. Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 813.810.082.300,00
g. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 3.958.450.587,00

(3) Belanja Langsung sebagainrana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 103.I59.129.703,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. $0.a75.835.756,06
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 424.169.645.828,94

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari:
a. Penerimaan sejumlah Rp. 33.157.783.457,OO
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 8.500.000.000.00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah;
a. Penerimaan sejumlah Rp. 33.151.783.457,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 8.50O.OOO.OOO.O0

(3) Pengelua-ran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah;
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Rp. 8.500.000.000.00
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2O2O sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini,
terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan APBK menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi
SKPD;

3. Lampiran III Rincian APBK menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Program, dan Kegiatan;

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII
9. Lampiran IX

10. I-arnpiran X

11. Lampiran XI

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;
Daftar piutang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar perkiraan penambahan da-n
pengurangan aset lain-lain;
Daftar dana cadangan daerah;

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, ymg selanjutnya diusulkan dalam rancangan
perubahan APBK, dan/atau disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan tidak dapat
diprediksi sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah

Kabupaten Aceh Utara; dan
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggara-rl

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan
darurat.

(3) Kebutuhan belanja dalam keadaan darurat sebagaimana
dimaksud ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan
mendesak yang kriterianya mencakup :

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun
berjalan; dan



o

b. Keperiuan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyarakat.

(4) Pendanaan dalam keadaan darurat yang beium tersedia
anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(5) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaJmana dimaksud
pada ayat (4) tidak mencukupi dapat dilakukan dengan
cara :

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang
capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 7

Bupati Aceh Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Utara Tahun Anggaran 2O2O sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBK.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Desember 2019 M

29 Rabi'ul Akhir 1,441H

UPATI ACEH UTARA,

a.--t-{-G--
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Desember 2019 M

29 Rabi'ul Akhir 1441 H

UL AZTZ

PARAF KOORDINASI

Kepala BPKD li/n
Kabid. Anggaran I /^

Kabag Hukum A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 201,9 NOMOR 9
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH: (9 I L47 12019)
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